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5.1.Kesimpulan

Perkawinan kontrak atau nikah mut’ah merupakan perkawinan yang tidak sah
baik secara agama maupun secara negara. Perkawinan kontrak ini bertentangan
dengan isi dari Hukum Islam dan juga hukum positif. Jika seseorang melakukan
perkawinan kontrak maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum,
sehingga perkawinan dianggap tidak pernah terjadi atau perkawinan dianggap tidak
memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan
maka perkawinan dianggap tidak sah. Perkawinan kontrak bahkan bisa dianggap
bukan sebagai sebuah perkawinan karena makna dari perkawinan kontrak tidak
sesuai dengan pengertian mengenai perkawinan yang diatur dalam undang-undang
perkawinan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tindakan ini hanya merupakan
sebuah perjanjian antara dua pihak. Namun jika dilihat dari pengertian mengenai
perjanjian, maka perjanjian ini juga tidak memenuhi unsur-unsur dari sebuah
perjanjian yang sah, karena perjanjian ini melanggar unsur suatu sebab yang tidak
dilarang. Dalam undang-undang perkawinan memang perkawinan kontrak ini tidak
diatur secara jelas bahwa perkawinan kontrak dilarang, namun perkawinan kontrak
ini tidak memenuhi syarat sah dari sebuah perkawinan, maka perjanjian perkawinan
kontrak ini tidak sah.

Sebuah perkawinan antara pria dan wanita tentu saja tidak bisa dihindari dari
lahirnya seorang anak. Dengan melaksanakan perkawinan kontrak maka anak yang
lahir dari sebuah perkawinan kontrak memiliki kedudukan sebagai anak luar kawin
karena anak tersebut lahir diluar perkawinan yang sah. Awalnya anak luar kawin
ini tidak bisa memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya dan juga keluarga
ayahnya kecuali kedua orang tua biologisnya melakukan perkawinan yang sah
secara agama maupun secara negara. Anak luar kawin hanya memiliki hubungan
dengan ibu dan keluarga ibunya. Namun kemudian dikeluarkan Putusan MK No.
46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang
Perkawinan menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan memiliki
hubungan perdata dengan ibunya, serta dengan pria yang diakui sebagai ayahnya

berdasarkan bukti ilmiah dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum
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yang menunjukkan adanya hubungan darah. Hal ini mencakup hubungan perdata
dengan ayahnya. Dengan begitu maka anak hasil dari perkawinan kontrak dapat
terhindar dari perlakuan diskriminasi, karena anak luar kawin menjadi memiliki
kedudukan hukum yang sama dengan anak sah selama anak luar kawin tersebut
dapat dibuktikan keabsahan ayahnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

alat bukti lainnya.

5.2.Saran

Diperlukan peran yang besar dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk
dapat memberikan sosialisasi mengenai perkawinan kontrak bagi masyarakat. Perlu
perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terhadap
fenomena perkawinan kontrak, karena belum ada landasan hukum mengenai
perkawinan kontrak, sehingga diperlukan aturan yang menegaskan mengenai

pelarangan perkawinan kontrak.
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